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OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA 

KANTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses pembangunan negara merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan dan dilakukan secara terencana selaras dengan 

perubahanperubahan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

melalui implementasi berbagai kegiatan yang didasarkan pada rencana 

yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan semua sektor 

pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai 

dengan rencana untuk menaikkan taraf hidup masyarakat dan mendukung 

program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, 

pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah 

daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan 

untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah 

daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah 

Negara yang dibayarkan oleh masyarakat.Pajak juga sebagai iuran 

pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai 

perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara 

langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang 



2 
 

diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.Tujuan 

pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil 

dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan 

kesejahteraan seluruh rakyat.Dalam pelaksanaan pembangunan nasional 

tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah.Sehingga 

untukmemperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari 

pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah.Untuk 

itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa 

digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting 

yang menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam 

negeri.Oleh karena itu, pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas 

anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk 

pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Ditambah 

lagi karena adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang 

bertujuan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah 

lebih mandiri di daerahnya masing-masing dan mengurangterhadap pusat, 

maka dibutuhkanlah serangkaian upaya agar meningkatkan objek  pajak 

yang ada.  

Menurut Djajadiningrat yang di kutip oleh Diaz Prantara (2016:4), 

pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara 

yang disebabkan suatu keadaan kejadian atau perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal 
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balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara 

umum. 

Pemerintah Daerah harus menggunakan dana yang dimiliki 

seefisien mungkin, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya 

bagi semua lapisan masyarakat. yang adil dan makmur. Dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Daerah yang digunakan sebagai sarana 

pembangunan daerah, pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi 

dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Fokus perhatian 

berkenaan dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah 

bertumpu pada persoalan Pendapatan Daerah yang berasal dari berbagai 

jenis sumber.Artinya, Pendapatan Daerah merupakan cerminan dari 

kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. 

Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan 

penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap 

individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat 

dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang 

guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah 

direncanakan oleh pemerintah daerah. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (BAPENDA) 

sebagai salah satu badan teknis di bidang pemungutan pendapatan 

daerah yang melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengelolaan 

dan pemungutan Pendapatan Daerah khususnya pemungutan pajak-pajak 
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provinsi berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Dan agar 

memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor 

maka di dirikanlah Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Pendapatan di setiap 

daerah seperti yang ada di kabupaten Maros Sulawesi Selatan 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis 

pajak yang memiliki potensi yang paling besar dalam memberikan 

kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akhirnya dapat 

mempengaruhi Pendapatan Daerah.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

memiliki potensi yang paling besar dikarenakan saat ini transportasi 

merupakan suatu kebutuhan bagi keseluruhan masyarakat.Transportasi 

menjadi suatu tuntutan dan keharusan bagi masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari karena memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari.Transportasi saat ini berkembang pesat bukan hanya 

transportasi umum, namun juga transportasi pribadi.Masyarakat saat ini 

memilih untuk memiliki kendaraan pribadi dengan pertimbangan 

kemudahan dan efisiensi.Terlebih lagi dengan banyaknya kemudahan 

yang diberikan oleh beberapa pihak yang memberikan kredit, dimana 

dapat memudahkan masyarakat dalam pembelian kendaraan pribadi.Hal 

inilah yang merupakan salah satu faktor penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan pajak provinsi 

lainnya. 
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Tabel 1 
Data Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 
Pendapatan Maros Sampai Dengan Bulan September 2020 

NO JENIS KENDARAAN UNIT NILAI 

1 RODA 4 22.662 41.205.053.705 

2 RODA 2 144.291 24.946.791.825 

Sumber : Pendataan UPT Pendapatan Maros, Tahun 2020 

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah potensi kendaraan di Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Maros sangatlah tinggi artinya kendaraan yang 

terdata dan terdaftar di UPT Maros cukup tinggi . Dengan jumlah yang 

tinggi maka sudah seharusnya penerimaan pajak kendaraan bermotor 

juga tinggi, akan tetapi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di 

UPT Maros belum memberikan hasil yang maksimal. Dari data yang ada 

Sampai bulan September 2020 masih ada pada angka 65% dari yang 

seharusnya sudah mencapai 75% di triwulan 3. Ini akan menyulitkan unuk 

mencapai 100% pada akhir tahun Oleh karena itu, peneliti bermaksud 

untuk meneliti bagaimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis 

pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal apa saja yang menjadi 

kendala dalam proses penerimaan pajak kendaraan Bermotor dan upaya 

apa saja yang di lakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak 

kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Maros dimana pada akhirnya 

mempengaruhi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan dari apa yang disampaikan dalam latar belakang tersebut, 

Tentang pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kemudian dituangkan 

dalam sebuah penulisan yang berjudul “OPTIMALISASI PENERIMAAN 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT PENDAPATAN WILAYAH 

MAROS” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti berusaha untuk 

mengemukakan permasalahan permasalahan agar keseluruhan proses 

penelitian dapat terarah pada pokok masalah yang sebenarnya, maka 

rumusan masalah yang telah dijabarkan sehingga muncul pertanyaan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Faktor Faktor apa yang menyebabkan Kurang Optimalnya 

Penerimaan Pajak kendaraan bermotor pada Upt Pendapatan 

Wilayah Maros ? 

2. Upaya Upaya apa yang telah dilakukan Upt Pendapatan Wilayah 

Maros untuk mengoptimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

1)  Faktor Faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penerimaan 

pajak kendaraan bermotor pada UPT Pendapatan Wilayah Maros 

2)  Upaya Upaya yang di lakukan untuk mengoptimalisasikan penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor 

1.4 Manfaat Penelitian  

1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai kajian manajemen 

pelayanan publik. 
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1 Manfaat Praktis 

a) Pemerintah Daerah  

Sebagai  bahan  pertimbangan dalam  mengoptimalkan penerimaan 

pajak daerah pada Upt Pendapatn Wilayah Maros. 

b) Masyarakat. 

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua kalangan 

masyarakat agar patuh terhadap kewajiban membayar pajak . 

c) Bagi Penulis  

Penelitian ini merupakan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dan 

sebagai penerapan ilmu pemerintahan daerah pada lingkup 

masyarakat secara langsung. Selain itu peneliti juga bisa 

memperoleh ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman baru dari 

fenomena yang ditemui dalam proses penelitian.   
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep optimalisasi 

2.1.1 Pengertian Optimalisasi 

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, 

paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan 

berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan 

maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.1 Optimalisasi adalah proses 

pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi 

yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan 

keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika 

tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Ada tiga elemen 

permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, 

alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi. 

2.1.2 Tujuan Optimalisasi 

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi.Bentuk 

maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan 

keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih 

jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan 

sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang 

diminimumkan atau maksimumkan. 
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2.1.3 Alternatif Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan.Alternatif keputusan yang tersedia 

tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki 

pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

2.1.4 Sumber data yang di batasi 

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan.Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. 

Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkanya proses optimalisasi. 

2.1.5 Mamfaat Optimalisasi 

1. Mengidentifiksi tujuan  

2. Mengatasi kendala  

3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan  

4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.  

Dalam proses produksi untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang 

harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana produksi ini akan 

menjadi landasan dalam melakukan produksi. Optimalisasi proses produksi 

merupakan cara untuk memaksimalkan hasil produksi (output).  

Optimalisasi produksi dapat dicapai dengan meningkatkan 

produktivitas, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi, dan 

berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi dan 

berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi sehingga 
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rencana produksi atau target produksi dapat dicapai dengan tepat. 

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan 

keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki Dengan demikian, maka 

kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan 

perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam 

rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling 

diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu. 

2.2 Konsep Peran 

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada 

kedudukan (status) tertentu. Goss, Mason dan McEachern mendifinisikan 

peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang 

menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan menurut Laurence Ross, 

peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari 

hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif. 

Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan 

sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Contohnya adalah seorang 

suami diharapkan berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga, 

memimpin keluarganya, dan menjaga hubungan dengan sanak keluarga 

yang lain. 

Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. 

Setiap orang memiliki macam macam peran yang berasal dari pola-pola 

pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa 

yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang 

diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran yang melekat pada diri 
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seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur 

statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. 

Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai 

suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat 

serta menjalankan suatu peran. 

 Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia 

sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai 

teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah 

“peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor 

dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya 

sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berprilaku secara tertentu. Posisi 

seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam 

masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.  

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:  

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat 

bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik 

untuk dilaksanakan.  

2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran 

merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. 

3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai 

instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi 

dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh 

suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani 
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masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat 

tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan 

yang responsif dan responsibel.  

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan 

sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui 

usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. 

Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan 

pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta 

mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.  

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk 

dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam 

konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan 

seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran 

seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang 

kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran 

(role perfomance). Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan 

bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan prilaku 

seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, 

melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang 

lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran 

menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu 

seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi 

oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang 

ada dalam masyarakat. 
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2.3 konsep Pajak  

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 

2.3.2 Fungsi Pajak 

a) Fungsi Budgetair/financial  

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan 

tujuanuntuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 

b) Fungsi Regulerend/Mengatur  

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik 

dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. 

2.3.3 Asas Pemungutan Pajak 

Asas pemungutan pajak didasarkan pada tiga asas yaitu:  

1. Asas domisili (Asas Tempat Tinggal)  

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik 

penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri 
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2. Asas Sumber  

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal 

Wajib Pajak 

3. Asas Kebangsaan 

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu 

negara. 

2.3.4 Tata cara Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:  

1. Stelsel nyata (riel stelsel)  

Penegenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang 

nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir 

tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya 

diketahui.Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan 

kekurangan. Kelebihan stelsel ini  adalah pajak yang dikenakan 

lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru 

dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui). 

2. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel) Pengenaan pajak didasarkan 

pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, 

penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 

berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama 

tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. 
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Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya 

3. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel 

nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak 

dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun 

besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada 

pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. 

Sebaliknjika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali 

2.3.5 sistem pemungutan pajak 

Dalam pemungutan pajak tentu terdapat langkah-langkah atau 

sistem dalam pemungutan pajak, Antara lain:  

1. Official Assesment System 13 Adalah suatu sistem pemungutan 

yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus)untukmenentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. Ciri-cirinya:  

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada Wajak Pajak sendiri 

b. Wajib pajak bersifat pasif  

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus 

2. Self Assesment system Adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan 

sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirri-cirinya: 
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a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada Wajib Pajak sendiri 

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak terutang.  

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi  

3. With holding system Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan 

wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya meliputi: 

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak 

2.3.6 Tarif Pajak 

Ada empat macam tarif pajak di antaranya adalah:  

a. Tarif Tetap. Suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang 

sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar 

pajak (tak base), objek pajak maupun subjek pajak /wajib pajak 

b. Tarif Proposional/ Sebanding atau sepadan. Tarif ini merupakan 

sebuah” persentase tunggal” yang di kenakan objek pajak 

berapapun nilainya. Jadi apabila tarif ini di tetapkan di tentukan 

oleh jumlah/nilai dasar objek yang di kenai pajak (take base).  

c. Tarif Progresif (Persentase Meningkat). Tarif ini berupa 

persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang di 

kenai pajak.  
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d. Tarif Degresif (Persentase Menurun). Tarif ini berupa persentase 

yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang di kenai 

pajak. 

2.3.7 Jenis Pajak Daerah 

Penyelenggaraan pemerintah daerah di lakukan dengan 

memberikan kewenangan yang seluas- luasnya, di sertai dengan 

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam 

kesatuan menyelenggarkan pemerintahan Negara. 

Kebijakan pajaktahun daerah dan retribusi daerah di laksanakan 

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 

Adapun pajak pajak di pungut oleh:  

a. Pajak-Pajak Propinsi terdiri dari :  

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas 

Air. 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Bea Balik 

Nama Kendaraan di Atas Air.  

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraa Bermotor (PBBKB). 

4. Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.  

b. Pajak-Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari  

1. Pajak Hotel.  

2. Pajak Restoran.  

3. Pajak Hiburan.  

4. Pajak Reklame.  
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5. Pajak Penerangan Jalan.  

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.  

7. Pajak Parkir.  

2.3.8 Bagi Hasil Pajak Daerah 

Berdasarkan Udang-undang pajak daerah dan retribusi daerah 

hasil penerimaan pajak propinsi sebagian di peruntuhkan bagi daerah 

Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

a. Hasil penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor di serahkan kepada daerah 

kabupaten/kota sebesar 30%. 

b. Hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor di serahkan 

kepada daerah kabupaten/kota sebesar 70%.  

c. Hasil dari penerimaan pajak rokok di serahkan kepada daerah 

kabupaten/kota sebesar 70%. 

d. Hasil penerimaan dari Pajak Air Permukaan di serahkan kepada 

Daerah Kabupaten/Kota sebesar 50%. Khusus untuk penerimaan 

Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada satu 

wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaannya di serahkan kepada 

kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%. 
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2.4 Konsep Pajak kendaraan Bermotor 

2.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 

Salah satu penyumbang dengan kontribusi terbesar bagi 

pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang 

dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melalui unit 

pelayanan teknisnya yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) dimana dalam menghimpun atau mengumpulkan penerimaan 

pajak tersebut dilakukan oleh BAPENDA yang dalam hal ini melalui 

SAMSAT. 

Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah pajak 

atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan 

kendaraan diatas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan 

beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua 

jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lautnya yang berfungsi 

untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat 

2.4.2 Subjek dan wajib pajak kendaraan Bermotor 

Menurut Kesit (2003:100), subyek pajak daerah adalah orang 

pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Berkaitan 

dengan Pajak Kendaraan Bermotor, maka yang disebut Subyek Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 

dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 
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Pengertian memiliki berarti orang yang bersangkutan mempunyai 

hak sepenuhnya   kepemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan 

dari kendaraan bermotor tersebut, sedangkan menguasai kendaraan 

mempunyai arti orang yang bersangkutan hanya dapat memanfaatkan 

atau menggunakan saja dari kendaraan bermotor tersebut tanpa 

memiliki. 

Subjek pajak akan menjadi Wajib pajak jika yang bersangkutan 

telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah, sebagai wajib pajak daerah. Berdasar pengertian ini, maka 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang 

memiliki kendaraan bermotor dan diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terutang. 

2.4.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor 

Menurut Kesit (2003:101), objek pajak adalah sesuatu yang dapat 

dijadikan sasaran pengenaan pajak. Sesuatu tersebut dapat berupa 

keadaan, perbuatan, dan peristiwa.Karena Pajak Kendaraan Bermotor 

termasuk pajak obyektif atau kebendaan, maka yang menjadi objek 

pajak adalah keadaan benda tersebut.dengan demikian, yang dimaksud 

objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan. 

2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Menurut Kesit (2003:101), Dasar Pengenaan Pajak Merupakan  

ukuran atau pengakuan nilai tertentu yang digunakan sebagai dasar 

pengenaan pajak tersebut harus dapat diukur. Ukuran nilai yang obyektif 
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adalah nilai penyerahan barang. Berkaitan dengan PKB, maka dengan 

demikian nilai penyerahan dapat berupa nilai jual-beli, nilai tukar 

menukar dan lain sebagainya. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok yaitu : 

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga 

pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Dalam hal harga 

pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai 

jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor : 

b. Isi silinder dan/atau satuan daya 

c. Penggunaan kendaraan bermotor 

d. Jenis kendaraan bermotor  

e. Merek kendaraan bermotor 

f. Tahun pembuatan kendaraan bermotor 

g. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang 

diizinkan. 

h. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu 

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan  dan 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. 

Bobot ini berdasarkan faktor-faktor : 

a. Tekanan gandar 

b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor 

c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari 

kendaraan bermotor. 
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Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu ditinjau 

kembali setiap tahun. 

2.4.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 
 

Menurut Kiset (2003:102), Besarnya pokok pajak Kendaraan 

Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan 

dasar pengenaan pajak. Adapun Tarif Kendaraan Bermotor ditetapkan 

sebesar : 

a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan 

umum 

b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum 

c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat 

berat dan alat- alat besar. 

2.4.6 Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor 

Menurut Mujiono (2009:9) menyatakan bahwa hampir semua 

transaksi dalam kegiatan usaha dilakukan Wajib Pajak berkaitan dengan 

pajak, baik atas transaksi tersebut dikenakan pajak secara langsung 

maupun secara tidak langsung.Keterkaitan pajak dengan semua 

transaksi yang dilakukan Wajib Pajak berkaitan dengan pajak 

tersebut.berbagai kewajiban berkaitan dengan pajak tersebut akan 

berdampak terhadap pengakuan pajak pada pelaksanaan pembukuan 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pengakuan pajak dalam pelaksanaan 

pembukuan tersebut, baik yang berkaitan dengan rekening laba rugi 

maupun dengan rekening neraca. 
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Kegiatan perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan 

pajak proses akuntansinya meliputi : 

1. Pengakuan pajak 

2. Penggolongan dan Peringkasan pajak 

3. Perhitungan pajak 

4. Pelaporan pajak 

2.4.7 Menejemen Pajak Kendaraan Bermotor 

Menurut Mahmudi (2010) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada umumnya 

merupakan penyumbang PAD terbesar bagi pemerintah provinsi, 

terutama yang memiliki kota besar dan pada penduduk seperti Jakarta, 

Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Yogyakarta, Bogor, Bekasi, 

Bandung dan sebagainya. PKB dan BBNKB ini memang memiliki 

beberapa keunggulan diantaranya adalah bersifat elastis, biaya 

pengumpulan relatif rendah, mudah administrasinya terutama melalui 

sistem komputerisasi., tingkat kebocoran rendah, cukup adil, tidak 

menimbulkan, dampak negatif bagi perekonomian daerah, dan dapat 

diterima secara politis. 

Menurut Mahmudi (2010) untuk meningkatkan penerimaan PKB, 

beberapa pemerintah provinsi melakukan kebijakan pemutihan biaya 

balik nama kendaraan bermotor dengan harapan setelah kendaraan 

tersebut dibalik nama maka pemerintah provinsi nantinya akan 

memperoleh pendapatan  pajak kendaraan bermotor bersangkutan. 

Pertimbangannya adalah keberadaan kendaraan bermotor yang berada 
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di wilayah provinsi tertentu namun belum dibaliknamakan maka pada 

dasarnya daerah dirugikan yaitu dari segi penurunan kualitas lingkungan 

karena polusi udara dan suara bising, serta peningkatan bahan jalan dan 

kepadatan lalu lintas, sementara itu daerah tidak menerima konpensasi 

atas berbagai beban daerah tersebut. 

Kebijakan lain yang juga dapat ditempuh pemerintah provinsi 

untuk meningkatkan penerimaan PKB adalah dengan menetapkan tarif 

pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah, kendaraan deng 

diameter silinder mesin (CC) lebih besar, kendaraan dengan bobot lebih 

berat dan kendaraan yang tahun pembuatannya lebih baru. Perbaikan 

pelayanan administrasi juga penting dilakukan misalnya dengan 

komputerisasi sistem administrasi pajak, sistem pelayanan terpadu, 

penyederhanaan prosedur pembayaran dan menciptakan lingkungan 

kantor tempat pembayaran pajak yang nyaman bagi masyarakat 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2 
Penelitian Terdahulu 

NO NAMA JUDUL 
PENELITIAN 

HASIL 
PENELITIAN 

PERSAMAAN 

1 2 3 4 5 

1 Frans Eric 
Junior 
Siagian 

Analisis 
Penerimaan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor (Pkb) 
Dalam 
Meningkatkan 
Pendapatan 
Daerah Provinsi 
Sumatera 
Selatan 
 

Penerimaan PKB 
Di Sumatra 
Selatan Belum 
memberikan hasil 
yang maksimal 
terhadap PAD di 
sebabkan target 
yang terus 
meningkat dan 
jumlah tunggakan 
kendaraan 
sangat banyak 

 Penelitain ini 
mengkaji tentang 
penerimaan pajak 
kendaraan 
bermotor 

 Masalah 
Penerimaan Pajak 
kendaraan 
Bermotor pada 
penelitian ini yaitu 
Target yang terus 
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meningkat dan 
banyak nya 
tunggakan 
kendaraan 

2 Dewa 
Elfrieza 
Yedikade 

Potensi dan 

Realisasi Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

Kabupaten 

Polewali 

Mandar 

 

potensi dan 
realisasi PKB 
Kabupaten 
Polewali Mandar 
tahun 2013–2017 
belum mencapai 
target yang telah 
ditetapkan oleh 
Pemerintah 
Provinsi. 
Pencapaian 
realisasi tertinggi 
pada tahun 2015 
yaitu sebesar Rp. 
4.210.398.876 
atau 64 persen 
dan realisasi 
terendah terjadi 
pada tahun 2017 
yaitu Rp. 
3.939.981.196 
atau sebesar 51 
persen dari 
potensi yang 
telah ditetapkan. 
Rendahnya 
tingkat 
penerimaan 
realisasi PKB di 
Kabupaten 
Polewali Mandar 
diduga karena 
rendahnya 
pastisipasi dari 
pengguna 
kendaraan 
bermotor dalam 
membayar pajak. 

 Penelitian ini 
mengkaji tentang 
penerimaan pajak 
kendaraan 
bermotor 

 Penelitian ini 
mengkaji target 
penerimaan pajak 
kendaraan 
bermotor yang 
tidak bisa tercapai 

 Penyebab dari 
kurang nya 
penerimaan 
adalah kepatuhan 
masyarakat 
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2.6 Kerangka Pikir 

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA 

UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS 

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan 

sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat 

indikator yang melatar belakangi penelitian ini.Kerangka pemikiran dibuat 

berdasarkan pertanyaan penelitian (reseacrh question), dan 

mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan 

diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009). 

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERDA PROVINSI SULAWESI SELATAN NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH 

PERGUB SULAWESI SELATAN NO.90 TAHUN 2010 PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA 

Faktor Faktor Penyebab Kurang Optimalnya 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor : 

1. Kepatuhan Masyarakat 

2. Kinerja Aparat 

3. Target yang terlalu tinggi 

Upaya Upaya Yang di lakukan Untuk 
Mengoptimalkan Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor: 
1. Memaksimalkan Samsat 

Unggulan 
2. Melaksanakan Door to Door 
3. Melaksanakan Penertiban 
4. Melaksanakan oprasi temple 

temple 
5. Memaksimalkan Penerimaan 

PKB ALAT BERAT 
6. Memaksimalkan Penerimaan 

Randis 
7. Penghapusan denda PKB 

REALISASI TARGET PENERIMAAN 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 


